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AMANAT UNDANG-UNDANG

APBN Masih Cukup untuk Mendanai Pemilu 2024

1 Pendap.
ara dinil

kup untuk bis
nyelenggaraan pemilu ataupun
pemilihan kepala daer:
tak nasional pada 2024

usulan gearan yang o
penyelengg; |n-m||u dinils

masih bisa d asi. De-
m.,,-l't nlcmllm.m. alasan penun-
rena keterba-
l;u;.nn anggaran tidak tepat.
Direktur Eksckutif Indonesia
Budget Center Roy m da-
lam diskusi bertajuk "Anggaran
I’-lmiu Menuju Tunda Pemi-
Se nin (14,3202 ).i. mengs

Hp 2.700 triliun, besaran
15 (ll.ll!\.llhll -
seperti
. kesehat-

termasuk belanja wajb sehing-
#a bisa dipilah alokasi anggaran
wang tidak prioritas dan digeser

untuk memenuhi  kebutuhan
pun\ lengg: n pemilu pada

an untuk pe-
n penyeleng-
gara tidak se igus  dimjukan
dalam satu tahun, mclainkan
beberapa tahun angg:
nilu 2024, mis
pada  tahun
2025 Besarann pun
hanya 0.5 persen hingga 2 per-
sen dari APBN per tahun.
Ambil contoh, dari usulan
i Pemilihan Umum
Jlenggaraan
ik Rp 76.6
m empat
. vakni pada 2022 sebesar
Rp 8 triliun, pada 2023 Rp 174
triliun, pada 4 Rp 49 triliun,
dan pada 2025 Rp 2 triliun,
Untuk Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu), kebutuhan :

Rp 22 triliun dibag

tahun an, wvakni  pada
2022 sar Rp 3.9 triliun,
pada 3 RBRp 10 triliun, dan

pada 24 Rp 8.6 triliun.
"Pemilu sudah diatur dalam
undang-undang, tetapi propor-

a tidak diten-
1 untuk
ka-

sinya anggarannys:
tukan. Tidak 1 al
tidak mendanai pemilu,”
tanyva.

Oleh karena itu, Roy me-
minta pemerintah dan DPR se-
gera memutuskan besaran ang-
garan untuk pa |n:|1w:|um..-
gara pemilu. J.im.,.lrl samyg
terb an :
alasan  untuk
pembahasan.  Keputusan  soal
anggaran pun tak perlu menanti

1|1n-ll\|)x'1':~Ll]it

pelantikan  anggota KPU  dan
Bawaslu periode 2022-2027.
v menckankan, keputusan

3

=t n harus sege di-
sepakati karena tahapan Pemilu
2024 harus sudah dimulai se-
kitar tiga bulan lagi atau pada
Juni 2022, Selain itugkeputusan
soal anggaran bisa meng:ikhiri
spekulasi yang beredar bahwa
anggaran akan di i
untuk menunda Pemilu 2
Di sisi lain, KPU dan Baw
harus lebih transparan dal
menyusun  anggaran.  Pe
lenggara pemilu mesti menye-
diakan akses dokumen rincian
program n ;lnggur:iﬂ kepada
publik. 1 pun
harus lebih honut. efektif, dan
akuntabel agar tidak ada pem-
borosan  dan ketidakpatuhan
penggunaan standar, serta pro-
sedur  pelaksanaan  anggaran,
penyediaan  barang dan  jasa,
serta pelaporan keuangan.

An,

Pinjam ke pemda

Menurut Manajer Riset Fo-
rum  Indones untuk Tr
paransi Anggaran (Fitra) Badiul
il.ull vang juga menjadi pun—
dalam  diskusi itu

Sehagai contoh untuk KPLU,
pembangunan sejumlah kantor
KPU di daerah dan pengadaan
dinas bisa ditekan
aerah (pe
da) bisa meminjamkan gedung
dan  kendaraan d untuk

ke nd.u aan

KPU, Untuk ¥

Dalam  Negern  (Kemendagri)
mesti  memfasilita der
mendorong pemda memberi-

kan pinjaman tersebut.

Pemilu sudah diatur
dalam UU, tetapi
proporsi
anggarannya tidak
ditentukan. Tidak ada
alasan untuk tidak
mendanai pemilu.

Ry

Selain itu, menyangkut honor
badan ad hoe, seperti petugas
Kelompok Penyelengeara Pe-
mungutan S di tempat pe-

mungutan s hingga petugas
Panitia Pemilihan Kecamatan

yang kebutuhannya lebih dari
50 peérsen  angga wang di-

ajukan, Padiul _meminta agar
KPLU! mengomunikasikannya
dengar terian. Keuang -

an. Hal ini-agar tidak regjadi
ketimpangan honor antardae-
rah karena setiap daerah me-
muhikl standar upah minimuom
yang beragam.

Kaiji ulang

Sec terpisah,  Sekrets
Jenderal KPU Bernad Teéerma-
wan [ Sutrisnoe mengatakan,
hingga kini, pihaknya masih be-
lum tuntas mengkaji  ulang
usulan anggaran untuk penye-

lenggaraan pemilu. Pihaknya
masih meminta masukan ulang

seluruh KPU

t dengan

anggaran pemilu,

ar Itlll.ih KPU melakukan

2 lx-nl.nmnrk.m kebutuh-
s, ueapnyi.

1 ulang tersebut di-

kebutuhan dari

serta Badan Angga
DPR  berulang
KPU me dan mw
sionalis 1 anggaranny
Dalam rapat terakhir dengan pe-
merintah  dan Banggar DPR,
KPU mengusulkan anggs
76,6 triliun, sedangkan Be

men

mengusulkan Rp .
Ketua Komisi [T DPR dari
Fral tai Golkar Ahmad

Doli Kurnia Tandjung menga-
takan, pada prinsipnya Komisi
II DPR sudah memberikan per-

setujuan terhadap usulan ang-
it Pemilu 2024 wang di-
ajukan KPU dan Bawaslu. Na-
proses njutnya,  be-
saran anggaran itu masih bisa
berubah saat pembahasan de-
ngan Banggar DPR dan peme-
rintah.

Tunggu pelantikan

Selain itu, tahapan, program,
dan jadwal KPU bisa me-
mengaruhi besaran  anggaran

pemilu. Problemnya, hingga ki-
ni, Peraturan KPU tentang Ta-

1. d:m Jadwal be-
Meski KPU
telah menyele -uk.m FROCANEN
peraturannya, schelum  disah-
kan rancangan aturan itu harus
ikan dengan Komisi
1 pemerintah,

Meski DPR akan kembali ber-
sidang setelah melalui 1 A Te-
5 (15/:3), menurut
pat konsultasi memba-

as rancangan PKPU tersebut
kemungkinan baru akan  dila-
kukan sctelah anggota KPU dan
Bawaslu periode 2022-2027 di-
lantik presiden. Adapun anggota
ng menjabat
nnya

hapan, Progr
Tum juga d

telah
(Peratur

penctapan PKPLU
KPLY  Tahapan,
Program, dan Jadwal, baru ke-
lihatan anggaran finalnya. Ka-
sudah ada KPU dan Ba-
lu baru, mungkin le bhaik
innya dilakukan ber-
SAME e kata Dol
Meski demikian, terkait ang-
1, Komisi 11 DPR akan me-
nanyakan perkembangan pem-
bahasan anggaran kc Iianl.g:tr
DIPR.
1 telah melew:
bahasan APBN
memberikan per
agar pemerintah bi
kan anggaran yang dil
penyelenggara pemilu,

Sebelumnya,  Wakil
Banggar DPR dari F

dem rief Abdullah Alkadrie
mengatakan, keputu

anggaran Pemilu 2024 ¢
tuntaskan setelah PKPLU
hapan, Program, dan

Pemilu 2024 disahkan. (8
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